
Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi .Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
tclah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
l.cmbaran Negara Rcpbulik Indonesia Nomor 4!!H): 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adrninistrasi 
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purworejo; 

b. bahwa guna mendukung kclancaran dan keberhasilan 
pcnyusunan Standar Operasinal Prosedur scbagaimana 
dimaksud pada huruf a, pcrlu mcnyusun Pedoman 
Penyusunan Standar Opcrasicnal Prosedur Adrninistrasi 
Pemerintahan di Lingkungan Pcmerintah Kabupatcn 
Purworejo; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan 
masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purworejo, guna mewujudkan kinerja pemerintahan 
daerah yang optimal, perlu menyusun Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 
Lingkungan Pernerintah Kabupaten Purworejo; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 
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[SALINAN] 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dima.ksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun l945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemcrintahan daerah. 

4. Bupali adalah Bupati Purworejo. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Purworejo. 
6. Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. 
7. Sekrctariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Sekrctariat DPRD adalah Sekretariat DPRD 
Kabupaten Purworejo. 

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
dengan Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten 
Purworejo. 

9. Saruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah,Dinas Daerah, Lernbaga Teknis Daerah, Lembaga Lain 
Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Ncgeri Sipil 
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan terteruu serta 
bersifat mandiri. 

l l. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 
proses penyclcnggaraan aktlvitas organisasi, bagaimana dan kapan 
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

BAB I 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PEOOMAN PENYUSUNAN 
STANDAR OPERASlONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PURWOREJO. 

MEMU'J'USKAN : 



Tujuan dari pedoman ini adalah uruuk memberikan panduan bagi 
seluruh SKPD dalam mengidentifikasi, menyusun, mendolrumentasikan, 
mengembangkan, mernonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan 
tugas dan fungsi aparatur pernerintah daerah. 

Pasal 3 

Manfaat penyusunan SOP AP adalah : 
a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam 

mcnyelesaikan pckerjaan yang menjadi tugasnya; 
b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan 

oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugas; 
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara 
keseluruhan; 

d. membantu aparatur menjadi lcbih mandiri dan tidak tergantung pada 
intervensi manajemen, sehingga akan mcngurangi keterlibatan 
pimpinan dalarn pclaksanaan proses sehari-hari; 

e. mcningkatkan akuntabitltas pelaksanaan tugas; 
f. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur 

cara konkrit untuk mernperbaiki kinerja serta membantu 
mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan; 

g. mcrnastikan pelaksanaan tugas pcnyelenggaraan pemerintahan dapat 
berlangsung dalam berbagai situasi; 

h. menjamin konsislensi pelayanan kepada masyara.kat, baik dari sisi 
mutu, waktu, dan prosedur; 

i. mernberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus 
dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 

j. memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur; 
k. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh 

seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya; 
I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan 

tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 
m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 
n. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural 

dalam mernberikan petayanan: 
o. membantu memberikan informasl yang diperlukan dalam penyusunan 

siandar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi 
bagi kinerja pelayanan. 

TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN SOP AP 

Pasal 2 

BAB II 

12. Standar Operaslonal Prosedur Administrasi Pemerintahan yang 
sclanjutnya disingkat SOP AP adaJah standar operasional proscdur 
dalam rangka penyelenggaraan administrasi pernerintahan di 
Kabupaten Purworejo. 



(2) Penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui tahapan penyusunan sebagai berikut: 
a. persiapan; 
b. identifikasl kebutuhan SOP AP; 
c. analisis kebutuhan SOP AP; 

( 1) SOP AP disusun oleh aparatur pada masing-masing unit kerja pada 
SKPD dan ditetapkan olch masing-masing Kepala SKPD. 

PasaIS 

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN FORMAT SOP AP 

BABIV 

Prinsip Penyusunan SOP AP meliputi : 
a. Kemudahan dan kejelasan adalah prosedur-prosedur yang 

distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan 
oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru 
dalam pelaksanaan tugasnya; 

b. Efisiensi dan efektivitas adalah prosedur-prosedur yang distandarkan 
harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam 
proses pelaksanaan tugas; 

c. Keselarasan adalah prosedur-prosedur yang distandarkan harus 
selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait; 

d. Keterukuran adalah output dari prosedur-prosedur yang 
distandarkan mengandung standar kualitas atau rnutu baku tertentu 
yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya; 

e. Dinamis adalah prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan 
cepat dapat disesualkan dengan kebutuhan peningkatan kualitas 
pelayanan yang berkernbang dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan; 

f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani adalah 
prosedur- prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan 
kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 
pengguna; 

g. Kepatuhan hukum adalah prosedur-prosedur yang distandarkan 
harus memenuhi kctentuan dan peraturan-peraturan pemerintah 
yang berlaku; 

h. Kepastian hukum adalah prosedur-prosedur yang distandarkan harus 
ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, 
dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur dari 
kemungkinan tuntutan hukum. 

Pasal 4 

PRJNSIP PE:NYUSUNAN SOP AP 

BAB lll 



(2) Proses monitoring ini dapat berupa: 
a. Observasi Supervisor adalah proses monitoring oleh atasan di 

scuap unit kerja sebagal observer yang mernantau jalannya 
penerapan SOP AP. Supervisor dapat dilakukan oleh atasan 
langsungdari pelaksana keglatan dalam unit kerja; 

(!) Proses monitoring iru diarahkan untuk membandingkan dan 
memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan 
yang tercantum dalam SOP AP, mengidentifikasi permasalahan yang 
mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil 
pelaksanaan. 

Pasal 7 

MONITORING DAN EVALUASI SOP AP 

BAB VI 

Syarat pelaksanaan SOP AP meliputl: 
a. telah melalui proses veriJikasi, ujicoba dan penetapan; 
b. adanya dukungan sarana dan prasarana yang rnemadai; 
c. surnberdaya rnanusia yang rnerniliki kualiflkasi yang sesuai; 
d. telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai 

dilingkungan unit kcrja; dan 
e. rnudah diakses dan dilihat. 

Pasal 6 

PELAKSANAAN SOP AP 

BABV 

(4) Format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Tahapan penyusunan SOP AP sebagalmana dimaksud pada ayat [I], 
tercanturn dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

d. penulisan SOP AP; 
e. veri!ikasi dan uji coba SOP AP; 
r. pclaksanaan; 
g. soslalisasi; 
h.pclatihan dan pemahaman; dan 
i. monitoring dan cvaluasl. 



(3) SOP AP yang telah dilakukan pengkajian ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l], ditctapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

(2) Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( u, dilakukan 
oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana, dan unit kerja 
yang menangani SOP AP. 

(1) SOP AP yang telah diberlakukan dilakukan pengkajian ulang paling 
sedikit 1 (Satu) dalam 2 (Dua) tahun. 

Pasal 10 

PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP AP 

BAB VIII 

(2) Hasil pengawasan pelaksanaan SOP AP sebagaimana dimaksud pada 
(I), dilaporkan kepada Kepala SKPD setiap triwulan, 

(I) Atasan langsung dari pelaksana keglatan pada unit kerja secara 
melekat dan terus mencrus melakukan pengawasan pelaksanaan SOP 
AP. 

Pasal9 

PENGAWASAN PELAKSANAAN SOP AP 

BAB VII 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan setiap akhir tahun dan 
dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan berkoordinasi dengan 
Bagian Orgarusasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten. 

(1) Untuk mengelahui efektivitas dan kualitas SOP AP dilakukan evaluasi 
terhadap SOP AP yang telah diterapkan, 

PasaJ 8 

b. Interview dengan pelaksana adalan proses monitoring yang 
dilakukan melalui wawancara dcngan para pelaksana SOP AP; 

c. Interview dengan pelanggan/anggota masyarakat adalah proses 
monitoring rnelalul pengumpulan informasi dari pihak luar 
organlsasi, terutama para pelanggan atau masyarakat; 

d. Pcrtemuan dan diskusl kelompok kcrja; 
e. Pengarahan dalam pelaksanaan adalah proses monitoring melalui 

pengarahan-pengarahan dalam pelaksanaan, untuk mcnjamin agar 
proses berjalan sesuai dengan proscdur yang telan dibakukan, 



SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 16 SERI E NOMOR 13 

TRIHANDOYO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

TTD 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 20 Mei 2014 

MAHSUN ZAIN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada ianggal 20 Mei 2014 

BUPATI PURWOREJO, 

TID 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB lX 

Hasil pelaksanaan SOP AP pada masing-masing SKPD dilaporkan oleh 
Kepala SKPD kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 11 

PELA PO RAN 

BABIX 



l. Persiapan 
a Membentuk Tim Penyusun SOP AP dan kelengkapannya 

l) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya: 
a) Ketua: Pimpinan SKPD 
b) Sekretaris: Sekretaris/Pejabat yang menangani kesekretariatan 

yang ditunjuk oleh Pimpinan SKPD. 
c) Anggota: Kepala Bagian, Kepala Bidang, lnspek:tur Pernbantu, 

Kepala Subbagian Program, dan Kepala Subbagian Umum dan 
Kepegawaian. 

d) Tim Teknis 
Tim teknis dibentuk untuk menyusun rancangan SOP AP pada 
masing-masing unil kerja 

2) Tugas Tim antara lain: 
a) melakukan identifikasi kebutuhan SOP AP; 
b) mengumpulkan data dan informasi; 
c) rnelakukan anallsls prosedur; 
d) mengkoordinasikan penyusunan SOP AP; 
e) mengkoordinasikan uji coba SOP AP; 
I) rnelakukan sostahsasi SOP AP; 
g) mengawal pelaksanaan SOP AP; 
h) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP AP; 
i) melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan 

penyempumaan SOP AP; dan 
j) melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP AP. 

3) Kewenangan Tim antara lain: 
a) mernperoleh informasi dari satuan unit kerja atau surnber lain; 
b) melakukan riview dan pengujian; 
c) melakukan analtsis dan menyeleksi berbagai alternatif 

prosedur yang akan distandarkan; 
d) menyusun SOP AP; dan 
e) mendistribusikan hasil analisis kepada seluruh anggota Tim 

untuk direview. 
b, Mengikuti pelatihan-pelatihan penyusunan SOP AP. 

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP AP 

LAMPIRAN I 
PlmATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 16 TAHUN 2014 
TENTANO 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANOAR 
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DI LINOKUNOAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 



4. Penulisan SOP AP 
Penulisan SOP AP dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan 
berbagai unsur sehingga dapat terbentuk sesuai dengan kriteria 
mengacu kepada format SOP AP dengan memperhatikan aspck tingkat 
ketelitian, kejclasan dan kctepatan sehingga dapal menghasilkan 
sebuah SOP AP yang btsa dipertanggungjawabkan dengan baik. 

3. Analisis kebutuhan SOP AP 
Hal-ha! yang pcrlu dipcrhatikan: 
a prosedur kerja harus sederhana; 
b. pengkajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi 

pekerjaan; 
c. prosedur yang fieksibel; 
d. pembagian tugas yang tepat; 
e. pengawasan terus-rnenerus dilakukan; 
f. penggunaan urutan pelaksanaan pekerjan yang sebaik-baiknya: 

dan 
g. tiap pekerjaan yang dlselesaikan harus dengan memperhatikan 

tujuan. 

No Tuooksi Kcaiatan/dudul SOP AP Hasil Keaiatan 
I 
2 
3 
4 

dst 

Identifikasi SOP AP di lingkungan SKPD 
Unit Kerja : Esclon Terendah 

2. ldentifikasi Kebutuhan SOP AP 
a. Prinsip dasar yang perlu dipcrhatikan dalam mengidentifikasi 

kebutuhan SOP AP: 
I) prosedur kerja yang mengacu pada SOTK, tugas dan fungsi 

satuan unit kcrja; 
2) prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua 

anggota organisasi; 
3) aktifltas yang dikerjakan secara rutin dan atau berulang-ulang: 
4) prosedur kerja yang akan di SOP Al'·kan mempunyai tahapan 

kerja yang jelas; dan 
5) mempunyai output yang jelas. 

b. ldentiflkasi kebutuhan SOP AP dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
I) kondisi internal organisasi (lingkungan operasional); 
2) peraturan perundang-undangan; 
3) kebutuhan organisasi dan stakeholder-nya; dan 
4) kejelasan proses identifikasi kebutuhan. 

c. Hasil identifikasi kebutuhan SOP AP disusun menjadi daftar 
inventarisasijudul SOP AP sebagaimana fonnat berikut: 



9. Monitoring dan evaluasi 
a. Monitoring 

Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan mernastikan 
kinerja pelaksana sesuai clcngan maksucl clan tujuan yang tercanrum 
dalam SOP AP, mengiclcntifikasi permasalahan yang mungkin 
timbul, clan menentukan cara untuk meningkatkan hasil 
pelaksanaan. Proses monitoring ini dapat berupa observasi 
supervisor, interview clengan pelaksana, diskusi kelompok kerja, 
pengarahan clan pelaksanaangvaluasi 

8. Pelatihan pcmahaman 
Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, 
pendampingan, simulasi ataupun pada pelaksanaan sehari-hari agar 
SOP AP dapat dipaharni clan dilaksanakan clengan baik. 

7. Sosialisasi 
Proses sosialisasi adala.h langkah penling yang harus dilaksanakan 
dalam upaya pcnerapan SOP AP disetiap unit kerja, dengan cara: 
a. penyebarluasan informasi dan/atau pemberitahuan; 
b. pcndistribusian SOP AP; dan 
c. penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-rnasing. 

b. Beberapa hal yang harus diketahui Tim penyusun SOP AP: 
1) jumla.h SOP AP yang akan diterapkan; 
2) siapa yang menjadi target pelaksanaan; 
3) informasi apa yang akan disarnpaikan kepada target; dan 
4) cara memantau pelaksanaan 

6. Pelaksanaan 
a. Agar SOP AP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan 

perencanaan pelaksanaan yang meliputi: 
1) penetapan jadwal scsialisasi; 
2) penetapan pejabat yang akan rnelakukan sosialisasi; dan 
3) penyiapan SOP AP yang akan disosialisasikan. 

5. Verifikasi dan uji coba SOP AP 
Rancangan SOP AP yang telah disusun perlu dilakukan verifikasi atau 
ujicoba untuk mernasukan Lidak terjadi duplikasi atau tumpang tinclih 
dengan SOP AP Iainnya. Rancangan SOP AP yang sudah di veriflkasi 
tersebut dilakukan ujlcoba secara mandiri oleh unit kerja yang 
bersangkutan untuk melihat sampai sejauhmana tingkat kemudnhnn, 
kesesuaian dan ketepatan SOP AP dalam pelaksanaannya. 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

TIO 

b. Evaluasi 
Merupakan scbuah analisls yang slstemaus terhadap serangkaian 
proses pelaksanaan clan aktivitas yang telah dibakukan dalam 
bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan 
efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara 
kescluruhan. Dari sisi substansial SOP AP, evaluasi SOP AP dapat 
dilakukan dengan mengacu pada penyempumaan-penyempuma-an 
terhadap SOP AP yang telah diterapkan atau bahkan sejauhmana 
diperlukan SOP AP yang baru. 



NomorSOPAP ............. 
TanggaJ Pcmbuatan ............. 

Logo Pcmda Tanggal Revisi ............. 
(NAMA SKPD) Tanggal Efcklif ............. 

Disahkan Oleh ............. 
Judul SOP AP ............. 

Dasar Hukum Kualifikasi Pclaksana 

Keterkaitan t- -- Peralatan & Perlengkapan 

Pcringatan Pcncatatan & Pcndataan - 

-tJudul SOP AP 

-tldentitas lnstansi 

b. Halaman Identltas SOP AP 

....•.... Alamat kanror SKPO . 

STANOAR OPERASIONAL PROSEOUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
SKPD 

I. Format SOP AP 
a Halaman Judul 

FORMAT DAN PENETAPAN DOKUMEN SOP AP 

LAMPIRAN lI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : 16 TA HUN 2014 
TENTANG 
PE DOMAN PENYUSUNAN STAN DAR 
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DI LINGKUNOAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 



I. Logo dan Nama SKPD Diisi dengan Logo dan Nama 
lnstansi/Satuan Kerja/Unit Kerja, 
nomenklatur satuan/unit organisasi 
nernbuat SOP AP 

T. NomorSOPAP Diisi dengan nomor prosedur yang 
di-SOP-kan scsuai pctunjuk 
penomoran 

3. TanggaJ Pernbuatan Diisi dengan tanggal pertama kali 
SOP AP dibuat berupa tanggal 
selesainya SOP AP dibuat bukan 
tanzzal dimulainva oembuatannva 

4. Tanazal Revisi Diisi denaan tanezal SOP AP direvisi 
5. Tanggal Efektif Diisi dengan tanggal mulai 

diberlakukan SOP AP a tau sama 
dengan tanggal clitandatanganinya 
Dokumen SOP AP 

6. Disahkan Oleh Diisi dengan jabatan yang 
berkompeten yang mengesahkan 
yaitu Kepala SKPD atau Unit Kerja 
(berisi nomenklatur jabatan, tanda 
tangan, nama pejabat yang disertai 
dengan NIP serta Stempel/cap 
instansil 

7. Judul SOP AP Diisi dengan judul prosedur yang di· 
SOP·kan sesuai dengan kegiatan 
yang sesuai dcngan tugas dan fungsi 
vanz dimiliki 

8. Dasar hukum Diisi dengan berupa peraturan 
perundang-undangan yang 
mendasari prosedur yang di-SOP· 
kan beserta aturan oelaksanaannva 

9. Kualifikasi pelaksana Diisi dengan penjelasan mengenai 
kualifikasi pelaksana yang 
dibutuhkan dalam mela.ksana.kan 
perannya pad a prosedur yang 
distandarkan. SOP Adrninistrasi 
dilakukan oleh lebih dari satu 
pelaksana, oleh sebab itu maka 
ku al i ti kasi yang dimaksud adalah 
berupa kompetensi (keahlian dan 
ketrampilan) bersifat umum untuk 
scmua pelaksana dan bukan bcrsifat 
individu, yang diperlukan untuk 
dapat melaksanakan SOP ini secara 
optimal 

Cara Pengisian: 
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c. Halaman Flowchart SOP AP 

l( Keterkaitan Diisi dengan memberikan penjelasan 
mengenai keterkaitan prosedur yang 
distandarkan dengan prosedur lain 
yang distandarkan (SOP AP lain yang 
terkait secara langsung dalam proses 
pelaksanaan keglaran dan menjadl 
bazian dari keziatan tersebuu, 

II Pcralatan / perlengkapan Diisi dengan penjclasan mcngcnai 
claftar peralatan utama (pokok) dan 
perlengkapan yang dibutuhkan yang 
terkait secara langsung dengan 
orosedur vanz di-SOP-kan. 

12 Peringatan penjelasan mengenai kemungkinan - 
kemungkinan yang terjadi ketika 
prosedur dilaksanakan a tau tidak 
dilaksanakan. Peringatan 
mernberikan indikasi berbagai 
permasalahan yang mungkin muncul 
dan berada di Juar kendali pelaksana 
ketika prosedur dilaksanakan, serta 
berbagai dampak Jain yang 
ditimbulkan. Dalam ha! ini 
dijelaskan pula baga.imana cara 
mengatasinya bila diperlukan. 
Umumnya menggunakan kata 
peringatan, yaitu jika/apabila-maka 
(if-than) atau batas waktu (dead line) 
kegiatan harus sudah dilaksanakan 

13 Pencaiatan dan Diisi dengan memuat berbagai hal 
pendat.aan yang perlu didata dan dicatat oleh 

pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, 
perlu dibuat fonnulir-formulir 
tertentu yang akan diisi olch setiap 
pelaksana yang terlibat dalam 
proses. 



4) Simbol Anak Panah/ Panah/ Anuw ( J ) untuk mendeskrpsikan 
arah kegiatan (arah proses kcgiatan); 

5) Simbol Scgilima/Off-Page Connector ( 0 ) untuk 
mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman 

2) Simbol Kotak/ Process ( j j) untuk mendeskripsikan proses 
atau kegiatan eksekusi; 

3) Simbol Selah Ketupat/ Decision. ( <> ) untuk mendeskripsikan 
kegiatan pengambilan keputusan; 

I) Simbol Kapsul/Terniinator ( c:J ) untuk mendeskripsikan 
kegiatan mulai dan berakhir; 

d. Simbol-simbol flouicart 
Simbol yang digunakan dalarn SOP AP hanya terdiri dari 5 (Lima) 
simbol, yaitu: 4 (Empat) simbol dasar poucrons (Basic Symbol of 
Flowcharts) dan I (Satu) simbol penghubung ganti halaman (Off Page 
Conectorj. Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Kegiatan Diisi dengan proses sejak dari 
kcgiatan mulai dilakukan sampai 
dengan kegiatan selesai dan 
keluaran dihasilkan untuk setiap 
SOP AP sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi kegiatan masing-masing 
unit orzanisasl vana bersanzkutan. 

2. Pclaksana Diisi dcngan pelaksana kegiatan 
yang bersangkutan, mulai dari 
jabatan tcrtinggi sampai dengan 
jabatan terendah (fungsional 
umum Zstaf). 

3. Mutu Baku Diisi dengan persyaratan dan 
kelengkapan yang diperlukan, waktu 
yang diperlukan untuk 
menyelesaikan kegiatan dan output 
oada setian aktivitas vane. dilakukan 

4. Keterangan Diisi dengan keterangan tambahan 
[penielasan] 

5. Pengesahan Diisi dengan ternpat, tanggal bulan 
tahun dan jabatan yang berkompeten 
yang mengesahkan yaitu Kepala 
SKPD atau Unit Kerja [berisl 
nomenklatur jabatan, tanda tangan, 
nama pejabat yang disertai dengan 
NIP scrta stcmoel/cap instansil 

Cara Pengisian: 
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Prosedur Penetapan Dokumen SOP AP adalah sebagai berikut: 
a. Tim Pcnyusun SOP AP UPT SKPD menyusun Rancangan Dokurnen 

SOP AP dan mcnyampaikannya kepada Tim Penyusun SOP AP 
SKPD induknya untuk diintegrasikan menjadi Rancangan SOP AP 
SKPD induknya secara berjenjang; 

b. Tim Penyusun SOP AP SKPD mengajukan Rancangan Dokumen 
SOP AP SKPD kepada pimpinan SKPD untuk ditetapkan; 

c. Pimpinan SKPD rnenetapkan Dokurnen SOP AP SKPD dengan 
Keputusan Pimpinan SKPD; 

d. Pimpinan UPT SKPD menetapkan SOP AP yang berlaku di 
Lingkungannya masing-masing berdasarkan Dokumen SOP AP 
SKPD yang bersangkutan sesuai dengan lugas dan fungsinya. 

2. Penetapan SOP AP 
Penetapan SOP AP sebagal sebuah peraturan yang mengikat bagi 
scluruh unsur yang ada di scuap Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diharapkan dapat 
diaplikasikan oleh pegawai daJam pelaksanaan rugas dan fungsi di 
sctiap SKPD. 

Contoh: 
a) SETDA/BAG_ORGAP/SBG_PA/ I 

Penjelasan: Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi dan 
Apararur/ Subbag Pendayagunaan Aparatur/ SOP AP Nomor l. 

b) DINKES/BID_YANKES/SKI_DASRU/3 
Penjelasan: Dinas Kesehatan/ Bidang Pelayanan Kesehatan/ 
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan/SOP AP Nomor 3 

c) BKD/BID_MTS/SBD_KEPANG/12 
Penjelasan: Sadan Kepegawaian Daerah/Bidang Mutasi/ 
Subbidang Kepangkatan/ SOP AP nomor 12. 

d) Kantor LH/SKJ_KONS/7 
Penjelasan: Kantor Lingkungan Hidup/Seksi Konservasi/ 
Teknologi, dan Tata Llngkungan/SOP AP Nomor 7. 

e, Penomoran SOP AP 
Penomoran SOP AP dengan urutan sebagai berikut: 
I) Singkatan/Akronim nama SKPD mengacu pada Keputusan 

Bupati Purworejo; 
2) Singkatan/Akronim unit kerja dibawahnya sampai dengan 

eselon terendah (Unit kcrja pelaksana SOP AP); 
3) penomoran SOP AP sccara berurutan, 

-,,- 

 


